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WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 1l

SALINAN

SURABAYA

KEPUTUSAN

WAL TKOTAMADYA KEPALA DAFRAH TINGKAT IT SURABAYA

NOMOR 24 TAHUN 18997

TENTANG

TATA CARA PFNAMPLUNGAN [AN PEMOTONGAN UNGGAS SERTA
PERFNARAN DAGING UNGGAS DAL AM WTL AYAH KOTAMADYA

NDAEFRAH TINGKAT T1 SURARAYA

WAL IKOTAMANDYA KEPALA DAFRAH TINGKAT TT SURABAYA

denimbang

Mengingat
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bhahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabava Nomor 8 Tahun

1995 tentang Panamnuhgan dan Pemotongan Unggas
serta Peredaran Daging Unggas Kotamadya Daerah
Tingkat I1 Surabaya serta untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu

menetapkan mekanisme nelayanan kepada masyarakat
tentang penampungan dan pemotongan unggas serta
peredaran daging unggas dalam Wilayah Kotamadya
paerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1874 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah

?. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
pembentukan Daerah Kota Besar dalam Tingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 18965 ;

3. undang-undang  Gangguan ( Hinder Ordonantie )

Staatsblad 1976 Nomor 226 sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940
Nomor 14 dan a50 :

4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1857 tentang
peraturan Umum Retfribusi Daerah

5. Undang—undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang -
Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan
Kesehatan Hewan ;

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

7. uUndang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemeriniah Nomor 15 Tahun 1977 tentang
Panciakan, Yencedgahan, Pemherantasan dan
Pengobatan Penvakit Hewan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988 tentang
Analisis Mengenai Dampak [ ingkungan ;
Keputusan Presiden nNownor 22 Tahun 1880 tentang
Pembinaan Usaha Pelernakan Ayam Ras
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daarah dan
Peraturan Daerah Perubahan

Keputusan Menteri Pertanian Nomor
557/KPTS/TN.520/9/1987 Tahun 1987 tentang
Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha
Pemotongan Llinggas

Keputusan Menteari Pertanian Nomaor
306/KPTS/TN.320/4/1994 tentang Pemotongan Unggas
dan Feranganan Daging Unggas serta Hasil

Tkutannya

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1
“Jawa Timur ~ Nomor 8 Tahun 1989 ' ‘tantang

‘Penyerahan Sabagian Urusan ‘Pemerintah < Propinsi

Daerah - Tingkst 1  Jawa Timur Daiam Bidang

Paternakan kepada Daerah Tingkat T1

‘Peraturan Taerah  Kotamadya Daerah Tingkat 11

Surahaya Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pemungut an

‘Vang Leges ydAng telah diubah dengan ““.Paraturan
‘Daerah “Nomor- 5 Tahun 1987 dan' Nomor 5 Tahun
19896

Peraturan Daerah  Kotamadya Daerah Tingkat 11

Surabaya Nomnr 13 T=hun 1387 tentang Penyidik
Pegawai Negevri Sipii  dilingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah"Tingkat“?I Surabaya' w0 R

Pearaturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1I
Surabaya Nomor 23 Tahun 1987 tentang
Pembentukan, = Susunan Organisasi dan Tata * Kerja
Dinas Peternakan Daerah .~ Kotamadya " Daersh
Tingkat ‘11 Surahaya ;

‘Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il

Surabaya Nomor & Tahun 1997 - tentang . Pemberian

I'zin Tempat  Usaha '@ dan . Izin ‘Berdasarkan

Undang-undang Gangguan (HO) Dalam Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; ‘ .
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20. Peraturan Dazran Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomcr 2 Tahun 1995 Tentang Penampungan
tdan Pemotongan Unggas serta Perpdaran Daging
linganae Kotamadva Daerah Tingkat 11 Surabaya ;

MEMUTUSK A N
Kenitusan Walikctamadya Kepala Daerah Tingkat 11
Surabava entang Tata Cara Penampungan dan

Pemotongan Unggas = saerta Peradaran Daging Unggas
Nalam W1?aya Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya.

RAR T
KETENTUAN (i
Pasal 1
Dalam Keputusan inj vang dimaksud dengan -

a. Pemerintah Daerah, adaiah Pemarintah Kot amadya
Daarah Tingkat I7 Surahaya :

b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kapala
Daerah Tingkat IY Suravava

C. Daerah, adaliah Kotamadya Daerah Tingkat 171
Surabaya SRR : SR e

d. Dinas Petprnarﬂn Dasrah, adalah Dinas Petarnakan
DAerah Kotamadya Dasrah Tingkat 11 %urabaya :

e. Kepala Iiinas Petfernakan, adaiah Kapala Dinas
Peternakan Dasrah Kot amadya Daerah Tingkat 11
Surabaya

Peiahat yang dffuniuk adalah: ~Kapala Dinas

ki
Peternakan nﬁarﬂh nniamadva Daerah ‘Tingkat  I¥
Surabaya ' y SR i

@. Petugas npemeriksa adalah NDokter Hewan yang
berwenang aAtau NDoktar Hewan yang bertugas pada
Dinas Peternakan Naarah atau petugas lain yang
ditunjuk dibawah pengawasan Dokter Hewan yang
berwenang untuyx memeriksa dan mengawasi
keqehatan unacas dan daa1ng unggas ;

h. Unggas adalah semig jpniq burung yang
‘dimanfaatkan ‘untuk pangan ‘antara lain ‘ayam,
itik, entok, kalkun, angsa, merpati dan hburung
puyuh

i. Daging unggas, adalah bagian dari unggas yang
disembelih dan Tazim dimakan manusia termasuk
kulit kecuali, vang telah diawetkan ‘dengan cara
Yain dari pend1n01nan :

oo e .l
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1.

Tempat penampungsn uhagas, adalah Jokasiy yang
ditetapkan dan diizinkan oleh Kepala Daerah
sebacaw Temnat  kegiatan menampung dan atau

mama o s

Usaha genampingan unggas, adalah kegiatan-
kegiatan vyar ditakukan olah perorangan <atau

hadan usahs - maiaksanakan penampungan unggas
ditempat  pensmningan unggas milik sendiri atau
nihak Tain atau men;ua? jasa penampungan
unggas

Tempat pemovangan unggas, adalah bangunan atau
bagian bangunan  denygsn  desain dan syarat
tertentu vang fdigunakan sebagai tempat
memotong tnggas bagi konsumss masyarakat ;
Rumah pemotongan unggas, adalah suatu bangunan
atau kompieks bancunan tdengan desain dan syarat
tartentu yang dwgunaxan sebagai tempat
pemotongan ungoas bagi konsumsi masyarakat ;

lsaha nemotongan  unggas, adalah kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau
hadan usaha yang melaksanakan pamotongan
unggas di Rumah Pemotongan Unggas atau Tempat
Pemotongan iinggas ;

Pangolahan o tinggas,  adalah kegiatan
merubah dagir Unggas meniadi  bahan bhaku

indistri dan
lain dagirg Jwi'

bahan masakan lainnya antara
daging lepas tulang, daging
1g ) dan daging kemasan

Tamnat pengolshan daging unggas, adalah bangunan

atau bagv”.
tartenty -
daging ungg

ingunan dengan desain dan syarat
igunakan sebagai tempat ~mengolah

Tempat peniusian daging unggas, adalah bangunan
atau 'bagian bangunan atau peralatan dengan
desain = dan syarat tartentu vang digunakan
sebagai tempal menjual daging unggas ;

Distributor «daging wunggas, adalah “perorangan
atau badan yang melaksanakan usaha pemasaran
daging ungagas o odari rumah atau teampat
pemoiongan  unygas kepads agen—-agen " penjualan
GAgING uUNggas.

BAR 11

JENTS—JFENTS PFILAYANAN DI RINDANG USAHA PERUNGGASAN

Pasal 2

(1) Setiap kegiatan penampungan dan  pemotongan

unggas serta peredaran daging unggas di Daerah
harus memiliki T17in, Rakomendasi atau “Surat
Keterangan dari Kaepala Daerah atau Pejabat yang
dituniuk ’ ' o
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{(2) Tzin, Rekemeands atau

maksud pada a

dibarikan untui -
N

SeDagasy

Surat = Keterangan
vat (1) pasal ini

1. lsaha Penampungan Unggas :

2. Usahz Pemontongan Ungga
3. Distributor Daging ting
4. Penjuslan Daging Ungga

5. Fengolanhan aging Ungg

o~

b. Rekomendasi -

1. Tempat Penampungan ling

N

Rumah Pemotongan Ungga
3. Temnat Pamotongan Ungg

4. Tempat Zaniualan Dagin

6. Sursi ¥etarangan

i. Pemasvkan atau Pengelu

2. Pemasuksan atau Pe
Unggas
RAR TIT1

MEKANTSME PENGIURUSAN DAN
Preal o 3

Tata cara pengirusan dan
usaha nperunggasan nada pasal 2
tersebut dalam Tampiran 1, 11,
VI1 Kaputusan ini

RAR TV

s 3
gas ;
s

as

gas
s
as ;

g Unggas ;

aran uUnggas

7

ngeluaran Daging

PEL AYANAN

pelayanan di bidang
diatas sebagaimana
111, IV, Vv, VI dan

MACAM-MACAM FORMIULIR

Pagal 4

Formulir vang digunakan d
pelayanan dihidang usaha perungg

1. Formulir permohonan Izdin
unggas

2. Formulir . permohonan T7in
unggas

alam pangurusan dan
asan meliputi -

Usaha " penampunc--

ilsaha pemotongan

3. i,
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10,

11.

(1)

(5)

nermohonan Tr7in Distributor daging

nermohoran Tzin Penjualan daging
L]
Formulir nermeohonan 1z1in Pengolahan daging
unggas
Formuiir nermohonan Rekomendasi Tempat
penampuncan un:gas -

Formulir naermohansn Rekemendasi Rumah pemotongan
unggas

Formuiir fpeErmononan Rakomendasi Tempat
bemotongan unguaa -

i

Formulir permohonan Rekomendasi Tempat penjualan
daging unggas :

Formulir permohanan Surat Keterangan Pemasukan
atau pengeluaran unggas :

Formulir permohonan Surat Keterangan Pemasukan
atau pengeluaran daging unggas.
BAR v
RENVUK DAN PENANDATANGANAN
Fasal 5

Tzin ' berbantuk Surat Izin . Kepala Dinas
Peaternakan

Rekomendas: harhantyk Fekomendasi ‘Kepala Dinas
Peternakan

Surat  Keternnoan bhachentuk  Surat’ Keterangan
Kepala Dinas Peternakan

Penandatanganar Surat T7in, " Rekbmendasi "dan
Surat -~ Keterangan dilakukan oleh Kepala Dinas
Peternakan

Waktu penvelesaian Surat Izin, Rekomendasi dan
Surat Keterangan masing-masing paling lama 7
{(tujuh) hari kerja setelah tanggal’ penerimaan
sebagaimana tersebut dalam tanda terima berkas
narmohonan, dengan  ketentuan persyaratan
permohonan “lengkap ‘dan  retribuss 'dibayar
lunas - T R o

RAR VI .........



RAR Vi

JANGKA WAKTL RFRLAKUNYA SURAT 1ZIN,
REKOMENDAST DAN SURAT KETERANGAN

Pasai 6

(1) a. Jangka waktu berlakunya Surat Izin selama &

(2)

(3)

“)

Ket

a.

B {Juklak-Unggas-Rus)

(1ima) tahun, kecuali untuk usaha penjualan
daging unggas berlaku untuk jangka waktu 1
(satu) tshun ;

b. Jangka waktu berlakunya Rakomendasi dan
Surat Keterangan adalah 1 (satu) tahun -

&. Apahiia tidak dimungkinkan pemberian izin
(karena syarat-syarat tidak terpenuhi) maka
izin hanya berlaku 1 (satu) tahun ;

Rekomendasi dan Surat Keterangan dapat

diperpanjang setiap kali paling lama 1 (satu)

tahun.

Permohonan perpanjangan Surat Izin, Rekomendasi
dan Surat Ketergngan harus diajukan secara
tartulis kepada Kepala Dinas Peternakan Daarah
selambat~-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
herakhirnya iangka waktu berlakunya Surat
Tzin

RAR VIT

KEWAJTRAN PFMFGANG T7TN, RFKOMENDASI
AN SURAT KETFRANGAN

Pasal 7

Pamegang Jzin, Rekomendasii dan Surat
arangan berkewajiban

mamenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sesuai
dengan neraturan perundang-undangan yang
herlaku ; S

melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada
pemberi  Izin, Rekomendasi dan Surat Keterangan
setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan
formulir yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
Peternakan ;

hertanggung jawab atas ketertiban para karyawsn

yang bertugas di Rumah Potong Unggas (RPU) atay
ditempat yang 1sin ksgiatan dilakukan.

RAR VIIT ... venen



o)

o 8 -
RAR VII?Y
KFTFNTUAN | ATN~I ATN
Pasal a8
Surat Izin, Rekomendasi dan Surat Keterangan
tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak 1lain
dengan carsa atau dalam bentuk apapun kecuali
mendapat persetuiuan tertulis dari Kepala Dinas
Paternakan.
Pasal 9
(1) Keputusan ini heriaku éejak tanggal ditetapkan
(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Susabaya.
Ditetankan di : S UR ABAY A
Pada tanggal 5 Mei 1997
WAKTI WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT 11 SURABAYA
Ctrd.
Nre " H, WA RD J T
salinan sesuai dengan astinya =~ 7~ = =~ 7
An. Sekretaris Kotamadya Daerah )
Tingkat TI Surabaya ‘
Kepala Ragiar Hukum
:%—‘h- rm
_,,_/"(j’— - o8 T %
MOH. FARUQ, S.H.
Panata Tk. T~ ;“““_f o T
NIPR. ‘510 D29 293 - Tl Lo mesmes
8
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